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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Jaya Tahun 2019 dapat berjalan dengan tertib, lancar,
efektif dan efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, perlu ditetapkan Standar Biaya di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Jaya Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




Menetapkan

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 541) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN
ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

&

Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten
adalah Bagian dari Wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan
masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang
dipimpin oleh seorang Bupati;

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing;

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati
Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang
bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut
Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun
biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai

biaya masukan.




7. Standar Biaya yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut
Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang
merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan,
yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan
pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan
‘kegiatan.

10. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan
gabungan  beberapa  barang/jasa masukan untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

11. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan
gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang
membentuk biaya keluaran kegiatan.

12. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran
tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen
masukan kegiatan.

Pasal 2
Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
a. Standar Biaya Umum; dan
b. Standar Biaya Khusus.

BAB 11
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019
Pasal 3

(1) Standar Biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.

(2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan
sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
Aceh Jaya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang
berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 6

Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga
yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang
rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya yang tidak
tercantum dalam Peraturan ini, akan dilakukan penyempurnaan.

-




Pasal 7

(1) Dalam hal standar biaya belum tercantum dalam Peraturan
ini, maka Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang
disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan didukung oleh hasil analisa yang
diperhitungkan secara proporsional dan profesional serta
dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-
prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk
pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 26 September 2018 M
(6 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

pada tanggal 26 September 2018 M
6 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 97




